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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penjelasan dari pembahasan terdahulu, maka dapat di tarik 

suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 

masih belum bisa dibilang ideal, hal ini terlihat dari pamernya BPD dalam 

menjalankan kewajiban dan kapasitasnya sebagai lembaga pemerintahan kota 

yang sebenarnya harus dikaji ulang lebih lanjut. mengembangkan hasil 

penyajiannya, misalnya dalam menggali, mewajibkan dan menyampaikan masih 

ada kerinduan warga kota dan insan BPD yang belum benar-benar memahami 

kewajiban dan kapasitasnya. 

2. Dampak Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Sesuai Permendagri No. 110/2016 di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten 

Bima ialah memiliki dampak positif: (1) pemerintah desa dan BPD lebih tahu 

dan sadar akan tugas dan fungsinya masing-masing. (2) lebih terbuka antara satu 

sama lainnya (3) terbangunya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan 

BPD (4) meningkatkan kerja sama yang baik anatara pemerintah desa dan BPD 

(5) masyarakat lebih merasa di hargai karna hadirnya BPD sebagai perwakilan 
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dari masyarakat desa. Dan dampak negatifnya: (1) lebih kepada kuranya sarana 

dan prasarana (2) kurangnya pemahaman (3) masyarakat yang kurang aktif. (4) 

Kurangnya pelatihan kepemimpinan untuk lembaga BPD. (5) BPD dan 

Pemerintah Desa lebih sibuk di pekerjaan lain ketimbang mengutamakan tugas 

dan fungsinya sebagai penyelenggara Desa. (6) Tidak efektifnya komunkasi 

BPD dengan masyarakat desa. (7) kurangnya kesadaran dari semua pihak di 

lingkungan Desa. (8) Selebihnhya terdapat masalah-masalah yang di alami oleh 

Pemerintah Desa maupun pihak BPD, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, 

covid-19 dan kesibukan lainnya. 

3. Di dalam optimalisasi kinerja BPD ini memiliki hambatan dan pendukungnya 

diantarannya ialah (1) hambatannya: kurang optimalnya kinerja BPD dalam 

melakukan sosialisasi, kurangnya sarana dan prasarana dan lain-lain, (2) 

pendukung: hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan BPD masih berjalan 

dengan baik, adanya bantuan langsung dari DPR Provinsi dan lain-lain. 

5.2 Saran 

1. Kepala pemerintahan Desa Rato dan Ketua BPD Desa Rato agar 

mensosialisasikan keberadaan permendagri no. 110/2021 tentang tugas dan fungsi 

BPD kepada masyarakat agar masyarakat memahami serta bisa melakukan 

pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa 

2. Kepada BPD diharapkan agar lebih akuntabilitas lagi dalam mengemban amanah 

sebagai lembaga legislativnya di tingkat desa serta melakukan pelatihan-pelatihan 

khusus kaitannya dengan tugas dan fungsinya sebagai DPR di tingkat Desa. 
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3. Kepada masyarakat Desa Rato diharapkan agar lebih melibatkan diri ketika ada 

kegiatan maupun dalam pembangunan dengan mengutamakan konsep gotong 

royong. 

4. Kepada Pemerintah Daerah diharapkan memberikan aturan khusus kenaikan 

pendapatan BPD yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari 

sehingga anggota BPD mempunyai fokus utama dalam tugasnya mengawasi 

pemerintah Desa. 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PEMENDAGRI No. 110/2016 DALAM OPTIMALISASI 

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RATO KECAMATAN 

BOLO KABUPATEN BIMA 

Nama   : 

Alama    : 

Umur    : 

Jenis Kelamin  : 

Jabatan  : 

Tanggal Waawancara : 

Waktu Wawancara : 

Tempat Wawancara : 

A. Kepala Desa 

1. Apakah selama ini BPD pernah menggali aspirasi masyarakat? 

2. Apakah pemerintah desa mengetahui apa saja aspirasi masyarakat yang di 

tampung oleh BPD? 

3.  Apakah selama ini BPD pernah mengelola aspirasi masyarakat? 

4. Apakah  BPD pernah menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah desa? 

5. Apakah pernah BPD menyelenggarakan musyawarah tugas Badan  Desa 

(BPD)? 



 

102 
 

6. Apakah pernah BPD menyelenggarakan musyawarah Desa? 

7. Apakah BPD pernah membentuk panitia pemilihan kepala Desa? 

8. Apakah pernah BPD menyelenggarakan  musyawarah Desa khusus untuk 

pemilihan kepala Desa antar waktu? 

9. Selama ini apakah pernah BPD membahas dan menyepakati rancangan 

peraturan desa bersama kepala desa? 

10. Apakah pernah BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa? 

11. Apakah BPD pernah melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaran 

pemerintah desa? 

12. Bagaimana cara BPD menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan 

pemerintah desa dalam lembaga desa dan lembaga desa lainnya? 

13. Apa saja dampak dalam optimalisasi kinerja badan permusyawaratan desa 

(BPD) sesuai permendagri no. 110/2016 di desa rato? 

14. Apa saja hambatan dan pendukung dalam implementasi permendagri no. 

110/2016  badan permusyawaratan desa (BPD) di desa rato? 

B. Badan Permusyawaratan Desa. 

1. Apa saja yang di gali dalam aspirasi masyarakat? 

2. Aspirasi apa saja yang di tampung oleh BPD? 

3.  Bagaimana cara BPD mengelola aspirasi masyarakat? 

4. Bagaimana cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat? 

5. Apakah pernah BPD menyelenggarakan musyawarah tugas Badan  Desa 

(BPD)? 
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6. Apakah pernah BPD menyelenggarakan musyawarah Desa? 

7. Apakah BPD pernah membentuk panitia pemilihan kepala Desa? 

8. Apakah pernah BPD menyelenggarakan  musyawarah Desa khusus untuk 

pemilihan kepala Desa antar waktu? 

9. Selama ini apakah pernah BPD membahas dan menyepakati rancangan 

peraturan desa bersama kepala desa? 

10. Apakah pernah BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa? 

11. Apakah BPD pernah melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaran 

pemerintah desa? 

12. Dan bagaimana cara BPD menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan 

pemerintah desa dalam lembaga desa dan lembaga desa lainnya? 

13. Apa saja Dampak Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Sesuai Permendagri No. 110/2016 di Desa Rato? 

14. Apa saja hambatan dan pendukung dalam implementasi permendagri no. 

110/2016  badan permusyawaratan desa (BPD) di desa rato? 

C. Masyarakat. 

1. Sejauh mana kinerja badan permusyawaratan desa? 

2. Apa saja dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama ini? 

3. Apakah pernah BPD menggali aspirasi masyarakat desa? 
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KANTOR DESA RATO DAN KANTOR BPD DESA RATO 

 

KEPALA DESA RATO 
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Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Rato pada tanggal 29 Juni 2021. 

KETUA BPD DESA RATO 

 

Wawancara dengan Bapak Nanang Irawan, S.Kom Ketua BPD Desa Rato pada 

tanggal 02 Juli 2021. 



 

109 
 

ANGGOTA BPD 

 

Wawancara dengan Bapak Yanto Anggota BPD pada tanggal 02 Juli 

2021. 
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KEPALA DUSUN 

 

Wawancara dengan Bapak Syarifuddin Kepala Dusun Sigi II Desa Rato 

pada tanggal 02 Juli 2021. 
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MASYARAKAT 

 

Wawancara dengan Ibu Mak Si selaku Masyarakat di Dusun Sigi II pada 

tanggal 04 Juli 2021. 

BERSAMA ANGGOTA DESA 
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KEGIATAN RESES DAN SILATURAHMI DPR PROVINSI NTB 
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Pada tanggal 02 Juli 2021. 

 

 


